BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Fungsi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal pengelolaan dan
perlindungan hukum Obyek Wisata Bahari Lamongan telah bagus dengan
dilihat dari indikasi partisipasi pemerintah yang aktif dalam hal perlindungan
hukum dengan menerapkan beberapa regulasi dan peraturan daerah sebagai
berikut.

1. Memberikan perlindungan hukum dengan menciptakan dan menerapkan
aturan-aturan tertentu yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup dan
Pariwisata,

2. Memberikan acuan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup
melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup baik secara
aktif maupun pasif Aktif dalam artian pemerintah melakukan pengecekan
berkala mengenai keadaan lingkungan di sekitar obyek wisata. Pasif dalam
artian pemerintah menerima dan menindaklanjuti laporan-laporan dar
masyarakat mengenai pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan hidup.

Melakukan evaluasi secara berkala, setiap 5 tahun sekali'berkaitan

dengan regulasi dan setiap satu tahun sckali berkaitan dengan tindakan
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Hambatan-hambatan yang dibadapi oleh Pemerintah Daerah
khususnya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka perlindungan
hukum dan pengelolaan Lingkungan hidupObyek wisata Bahari Lamongan
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan adalah kelemahan
keterlibatan Pemerintzh Daerah secara langsung dalam hal pengelolaan
Obyek Wisata Bahari Lamongan hal tersebut dikarenakan tidak semuanya
Obyek wisata di Kabupaten Lamongan dikelola oleh Pemerintah Daerah
lamongan. Tetapi dilimpahkan pengurusannya ke Pihak swasta. Dengan
mekanisme kontrak selama 24 tahun kemudian boleh diperpanjang lagi
selama jangka waktu yang ditentukan atau akan diambil alih oleh pihak
Pemda. Hal ini membuktikan tidak secara langsung Pemerintah Daerah
mengambil tindakan dalam hat pengurusan Obyek Wisata tersebut, salah
satunya adalah Obyek Wisata Bahari Lamongan.

2. Belum adanya peraturan yang cukup tegas atau lemahnya peraturan. Ini
terbukti bahwasanya para pengusaha souvenir dalam membuang sampah
atau limbah produksi ke sembarang tempat yang mengakibatkan
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, schingga hal ini
menyebabkan pencemaran lingkungan. Walau sekarang ini masih belum
terasa akan tetapi dalam jangka beberapa tahun ke depan pasti aken terasa

dampaknya. Dalam hal ini juga aparat pemerintah yang berwenang masih
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B. Saran

Hendaknya pemerintah lebih tegas dalam melaksanakan setiap

ketentuan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan, sebagai konsekuensi

terhadzlip dibentuknya beberapa peraturan daerah yang bertujuan mengawasi

pelaksanaan pengelolaan obyek Wisata Bahari Lamongan secara khusus dan
Obyek Wisata Lamongan umumnya.

Pertama, dalam melakukan analisis terhadap situasi dan realitas
mahasiswa cenderung tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, biasanya
tanpa melalui analisis yang mengandung pengertian yang luas dan menyeluruh
dan mendalam sehingga keputusan yang dihasilkan tidak mampu menyentuh
aspek primer dan cenderung tidak memuaskan. Maka kajian mendalam setiap
isn harus melalui analisis yang menyeluruh dan mendalam, agar keputusan
yang di hasilkan akan menjadi solusi yang tepat.

Kedua, setrategi yang teratur (sistematis) yaitu memperbesar jaringan
kepada masyarakat bawah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan
keputusan isu yang akan dijadikan setrategi sebagai pengembangan pariwisata
di Kabupaten Lamongan.

. Ketiga. Agar Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih meningkatkan
promosi pariwisata secara menyeluruh agar lebih di kenal oleh masyarakat di

seluruh Indonesia dan mempromosikan pariwisata yang ramah lingkunagan
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